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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 229 TAHUN 2019 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 330 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, kepala daerah diberi kewenangan untuk menetapkan 

peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 

2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai 

dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga pelu dilakukan 

penyesuaian dan diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Keuangan 

Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5650); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 
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17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal  1  

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

4. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau 

lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada 

Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas 

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, 

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga 

Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

12. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Probolinggo yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD, adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku SKPKD. 

13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, 

Walikota/Wakil Walikota dan SKPD. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 

disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 
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20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD. 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan (termasuk memegang kunci brankas), 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga 

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserhai tugas dalam suatu 

jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

25. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 

tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya 

menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

26. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa program. 

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta 

memperhatikan RPJMN. 
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31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan bebas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

35. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum 

Daerah. 

36. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah 

penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah 

yaitu Rencana Strategis (Renstra). 

37. Analis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar 

untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu 

program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu 

dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. 

38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persepektif lebih dari satu 

tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat 

keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan 

dalam prakiraan maju. 

39. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 

dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 

dan kualitas yang terukur. 
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41. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 

keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 

belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 

prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 

42. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

43. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan 

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, 

dan mensejahterakan masyarakat. 

44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program. 

49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

51. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

52. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
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53. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

54. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

55. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 

56. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 

57. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

59. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 

dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau 

berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran. 

63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah.  
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66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

67. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 

68. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 

kegiatan dalam setiap periode. 

69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan SPP. 

70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 

SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 

74. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 

surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 

dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
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75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD 

yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 

uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

78. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah 

batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

79. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD kepada pihak ketiga. 

80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh BUD berdasarkan SPM. 

81. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

82. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

83. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 
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84. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari 

pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.   

85. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

86. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. 

87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

88. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

89. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS 

merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia 

bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal  2  

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kota 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan daerah; 

d. pengeluaran daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

daerah; dan 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kota dan/atau kepentingan umum. 
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Bagian Ketiga 

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal  3   

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. 

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 

keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang 

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan antara keluaran dengan hasil. 

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian keluaran 

yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  perolehan  

masukan  dengan  kualitas  dan kuantitas tertentu pada tingkat harga 

terendah. 

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah. 

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. 

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  keseimbangan 

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif; 

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau 

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional. 

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan. 
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BAB II 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal  4  

(1) Walikota selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah 

Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :  

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; 

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/bendahara pengeluaran;  

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan daerah; 

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang 

dan piutang daerah; 

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; dan 

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

(3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada : 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.  

(4) Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Walikota 

berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, 

menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang. 

 

Bagian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal  5  

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota 

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 
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(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai tugas koordinasi di bidang :  

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 

b. penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan barang daerah; 

b. penyusunan  rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

c. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung  

jawaban pelaksanaan APBD; 

d. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas 

keuangan daerah; dan 

e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :  

a. memimpin TAPD; 

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota. 

(4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekretaris Daerah bertanggung 

jawab kepada Walikota. 

 

Bagian Ketiga 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal  6  

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) huruf b mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan APBD dan  rancangan   perubahan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD;  

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD; dan 

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 

oleh Walikota. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, berwenang : 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
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d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

e. menetapkan SPD; 

f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 

nama Pemerintah Kota; 

g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja 

pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 

(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal  7  

(1) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan 

oleh : 

a. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada BPPKAD dengan rincian 

tugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. 

b. Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD dengan rincian tugas : 

1. menyiapkan anggaran kas; dan 

2. menyiapkan SPD. 

c. Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD dengan rincian tugas : 

1. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota 

Probolinggo; 

2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 

3. melakukan penagihan piutang daerah. 

d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPPKAD 

dengan rincian tugas : 

1. menerbitkan SP2D; 

2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

4. menyimpan uang daerah; 

5. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi daerah; dan 

6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. 
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(2) Dalam hal Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhalangan, maka tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan oleh Kuasa BUD lainnya yang tidak berhalangan dengan 

pertimbangan BUD. 

(3) Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Kuasa 

BUD : 

a. tidak masuk kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja; 

b. melaksanakan cuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. mengikuti diklat kedinasan; dan 

d. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri lebih dari 2 

(dua) hari. 

(4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. 

 

Pasal  8  

(1) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan 

BPPKAD untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut : 

a. menyusun rancangan APBD dan  rancangan perubahan APBD; 

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

(2) Pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo 

yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja BPPKAD. 

 

Bagian Keempat 

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang 

Pasal  9  

(1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD; 
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

k. menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

m. melaksanakan  tugas-tugas pengguna  anggaran/pengguna barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan 

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD 

selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang juga diberikan 

tugas-tugas lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah 

tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

Pasal  10  

(1) Dalam hal Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat 

pengguna anggaran/pejabat pengguna barang berhalangan, maka 

pelaksanaan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Pelaksana Harian (Plh) 

atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala 

SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pejabat pengguna barang 

yang ditunjuk oleh Walikota. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang 

Pasal  11  

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan 

tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku 

kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, 

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, 

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.  

(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 

 

Bagian Keenam 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pasal  12  

(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan Surat Perintah 

Tugas Kepala SKPD. 

(2) Pejabat pengguna anggaran/pejabat pengguna barang dan kuasa  

pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan 

program dan kegiatan menunjuk pejabat minimal Eselon IV b pada 

unit kerja SKPD selaku PPTK. 

(3) Dalam hal tidak tersedianya pejabat sebagaimana tersebut pada ayat 

(2), staf sekurang-kurangnya dengan pangkat III/a dapat ditunjuk 

sebagai PPTK. 

(4) Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali, dan 

pertimbangan obyektif lainnya. 

(5) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pejabat 

pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada pengguna  anggaran/pengguna  barang. 

(6) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa  pengguna anggaran/kuasa  pengguna  

barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa  

pengguna   anggaran/kuasa  pengguna  barang. 

(7) Tugas PPTK : 

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
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b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

(8) Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan 

maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan 

pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

(9) PPTK-SKPD dilarang  merangkap sebagai pejabat pengadaan barang/jasa 

dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada bidang kegiatannya. 

 

Bagian Ketujuh 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pasal  13  

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala 

SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD sebagai PPK- SKPD. 

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan dengan Surat Perintah 

Tugas Kepala SKPD. 

(3) PPK- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui 

oleh PPTK; 

b. meneliti  kelengkapan  SPP-UP,  SPP-GU, SPP-TU  dan  SPP-LS gaji 

dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran; 

c. melakukan verifikasi SPP; 

d. menyiapkan SPM; 

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 

f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan  

g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(4) PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas 

melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau 

PPTK. 

 

Bagian Kedelapan 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal  14  

(1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan 

bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 
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(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional. 

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta 

membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank 

atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. 

(4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada kuasa pengguna anggaran, Walikota menetapkan bendahara 

penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja 

terkait. 

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 

(6) Dalam menunjuk/menetapkan kembali pegawai sebagai 

Bendaharawan perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. merupakan Pegawai Daerah/Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

b. harus diusulkan oleh Kepala SKPD; 

c. serendah-rendahnya menduduki Golongan II; 

d. diutamakan yang memiliki ijazah kursus Bendaharawan Daerah 

atau pengetahuan tentang Administrasi Keuangan; 

e. bagi mereka yang telah menjabat sebagai Bendaharawan lebih dari  

5 (lima) tahun berturut-turut, hendaknya tidak diusulkan kembali 

sebagai Bendaharawan; 

f. pegawai yang telah ditunjuk sebagai Bendaharawan hendaknya 

tidak ditunjuk sebagai pembantu PPK-SKPD lainnya; dan 

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

Pasal  15  

Sistematika penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 

terdiri dari : 

a. Perencanaan dan Penyusunan APBD; 

b. Ketentuan Umum dan Pelaksanaan APBD; 

c. Ketentuan Umum dan Penatausahaan Penerimaan; 

d. Ketentuan umum dan Penatausahaan Pengeluaran; dan 

e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 
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Pasal  16  

Sistematika sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal  17  

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  18  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal 20 Desember 2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 
Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal      20 Desember 2019  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 229 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 


